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KATA PENGANTAR 
 

 

Puji syukur dihaturkan kepada Allah Swt karena telah memberikan 

rahmat dan karunia sehingga buku yang berjudul “Hukum Hak Asasi 

Manusia” dapat diselesaikan oleh tim penulis dengan baik. Kesadaran 

pentingnya Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana yang dipahami 

saat ini muncul karena banyaknya penderitaan, perbudakan, 

penjajahan, diskriminasi, pembunuhan, hingga kebijakan penguasa 

yang tidak adil. Sehingga buku ini ditulis sebagai bentuk keresahan 

lantaran banyaknya persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) yang masih 

belum tuntas dan diimplementasikan dengan baik dalam sistem 

hukum nasional. Misalnya dapat diamati dari banyaknya peraturan 

perundang-undangan yang membuka potensi pelanggaran HAM 

hingga banyaknya permasalahan penegakan hukum yang menihilkan 

rasa keadilan di masyarakat. 

Permasalahan HAM memang permasalahan klasik yang selalu 

terjadi di setiap zaman, akan tetapi karakteristik permasalahan 

tersebut memiliki corak perbedaan. Misalnya yang terjadi pada era 

revolusi Prancis karena adanya tindakan sewenang-wenang dari 

penguasa, era revolusi Amerika karena penjajahan, hingga pasca 

perang dunia satu dan dua akibat konflik ideologi, persenjataan, 

hingga masalah perekonomian. Akan tetapi apabila dibandingkan 

dengan era yang hampir kebanyakan negara-negara di dunia 

menganut konsep negara hukum dan sistem demokrasi, maka 

pelanggaran yang terjadi adalah melalui produk hukum yang tidak 

mencerminkan perspektif HAM serta menggunakan alat negara untuk 

mengekang masyarakat. 

Buku ini mengulas isu-isu hukum HAM yang bersifat aktual, baik 

di lingkup nasional maupun internasional dengan menggunakan 

pendekatan konseptual, perundang-undangan, historis, 

perbandingan, dan filosofis. Beberapa isu yang diangkat diantaranya 

perjanjian internasional HAM, permasalahan hak asasi manusia 

terhadap kelompok rentan (perempuan dan anak), diskriminasi HAM, 
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kebebasan beragama dan kebebasan berbicara, peradilan HAM, serta 

isu-isu HAM kontemporer. 

Harapannya buku ini dapat memberikan pemahaman yang 

memadai bagi masyarakat, khususnya pembaca, mengenai persoalan 

HAM yang bersifat multidimensi. Semoga pula buku ini dapat 

meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam 

memberikan perlindungan, penghormatan, pemenuhan, dan 

penegakan hak asasi manusia di berbagai sektor. 
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BAB 1  
PENGENALAN HAK ASASI 

MANUSIA: MEMAHAMI 
KONSEP DASAR 

 

 

Endrianto Bayu Setiawan 

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 

 

 

 

 

Konsep Hak Asasi Manusia 

Hak Asasi Manusia (HAM) yang disebut juga human rights atau 

fundamental rights bukanlah pemikiran yang lahir begitu saja secara 

instan dalam bentuk yang sudah terkonstruksi atau tertata dengan 

baik sebagaimana dijelaskan di banyak literatur saat ini. HAM 

merupakan hasil kristalisasi nilai-nilai kemanusiaan yang lahir dari 

pergulatan sejarah yang terus berkembang dan muncul karena adanya 

peristiwa sosial yang berkaitan dengan rasa kemanusiaan, ditambah 

lagi munculnya pemikiran para filsuf yang mengembangkan dimensi 

HAM menurut nilai-nilai hukum dan keadilan. Hal itulah yang juga 

dikatakan Eko Riyadi (2019) bahwa HAM merupakan kristalisasi 

berbagai sistem nilai dan filsafat tentang manusia dan seluruh aspek 

kehidupannya.  

Untuk menentukan titik permulaan diskursus HAM hingga saat 

ini memang tidak ada kesamaan di antara para banyak pihak seperti 

yang berasal dari kalangan akademisi, pengamat, budayawan, 

agamawan, hingga aktivis kemanusiaan HAM. Ada yang mengatakan 

pemahaman HAM sudah muncul di era pemikiran filsuf Yunani Kuno 

abad 500 SM, peradaban Romawi, peradaban bangsa Arab sejak era 
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martabat manusia juga berkaitan dengan tingkah laku dan baik 

buruknya suatu perbuatan.  

Prinsip terakhir adalah tanggung jawab negara (state 

responsibility), yakni perlindungan, pemajuan, penegakan, dan 

pemenuhan HAM merupakan tanggung jawab yang dibebankan 

kepada negara sebagai otoritas tertinggi. Hal itu tujuannya adalah 

untuk meletakkan kewajiban kepada negara supaya memenuhi HAM 

dengan baik, mengingat negara adalah institusi yang mempunyai 

fasilitas lengkap dan kemampuan yang memadai guna memberikan 

pemenuhan HAM tersebut. Untuk memberikan rasa aman kepada 

warga negara negara dapat mengerahkan kepolisian dan tentara 

untuk melindungi mereka dari berbagai ancaman dan marabahaya. 

Apabila terdapat wilayah yang penduduknya banyak menderita 

penyakit menular maka negara dapat mengerahkan dokter-dokter 

untuk mengobatinya. Apabila negara membutuhkan bantuan untuk 

memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang ada di dalam negeri 

maka negara dapat melakukan kerja sama untuk melakukan impor 

bahan pangan dari negara lain. Dalam memberikan perlindungan, 

pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM sudah selayaknya ada 

partisipasi aktif dari negara untuk menjalankan kewajibannya 

tersebut. Bahkan saking pentingnya ketentuan tersebut telah 

dipertegas dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyatakan 

bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi 

manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” 

 

 

********* 
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PROFIL PENULIS 

Endrianto Bayu Setiawan 

Penulis memiliki ketertarikan dalam studi ilmu 

hukum tata negara, khususnya hukum hak asasi 

manusia, hukum lingkungan atau konstitusi 

hijau, sosiologi hukum, hukum sumber daya 

alam, dan ilmu perundang-undangan. Penulis 

menempuh studi Sarjana Ilmu Hukum di 

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan 

konsentrasi Hukum Tata Negara. Saat menulis 

buku Penulis ini sedang menempuh studi 

Magister Ilmu Hukum di di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 

Sejak menempuh studi sarjana hingga saat ini Penulis terbilang aktif 

menulis artikel ilmiah, artikel populer yang diterbitkan di kanal media 
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karya buku yang pernah diterbitkan yakni Buku “Konsep Hukum 
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Pembaharuan Paradigma Kebijakan” yang diterbitkan pada tahun 
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diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya maupun 

forum-forum hukum lainnya. Motivasi Penulis yang selalu menjadi 

pendorong untuk terus belajar adalah ungkapan yang pernah 

disampaikan Imam Syafi’i yakni “Apabila kamu tidak sanggup 

menahan lelahnya belajar maka kamu harus sanggup menahan 

perihnya kebodohan.” 

 

Email Penulis: endriantobayu@gmail.com  
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BAB 2  

SEJARAH HAK ASASI MANUSIA: 

DARI PERKEMBANGAN 

HINGGA KINI 

 

 

Dedi Dwi Pamungkas 

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri 

 

 

Pendahuluan 
Pada dasarnya Tuhan Yang Maha Esa, telah menciptakan alam 

semesta dan seisinya dengan sesempurna mungkin. Manusia sebagai 

salah satu bentuk makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, memiliki 

suatu hak tertentu yang melekat pada dirinya semenjak ia berada di 

dalam rahim seorang ibu. Hak yang sudah ada dalam diri manusia, 

sejatinya merupakan hak-hak yang berkonteks terhadap harkat dan 

martabat manusia pada umumnya. Hak tersebut dinamakan hak asasi 

manusia yang memiliki definisi sebagai hak yang melekat di dalam 

raga manusia dengan sifatnya fundamental dan kodrati sebagai 

bentuk karunia-Nya yang wajib dihormati, dilindungi, serta dijaga. 

(Triwahyuningsih, 2018) Terkait definisi Hak Asasi Manusia (HAM), 

menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia pada Pasal 1 Ayat (1), hak asasi manusia ialah: 

 

“Kumpulan hak yang berada dalam diri manusia sebagai makhluk 

Tuhan yang menjadi karunia-Nya dengan kewajiban untuk dijunjung 

tinggi, dilindungi, dan dihormati oleh negara, pemerintah, dan semua 

individu demi kehormatan, dan perlindungan harkat dan martabat 

manusia”. (Hamenda, 2013) 
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BAB 3  

KONTROVERSI DAN 

DEKLARASI HAK ASASI 

MANUSIA INTERNASIONAL 

 

 

Deni Yusup Permana, S.H., M.H. 

Universitas Swadaya Gunung Jati 

 

 

 

Konvensi Hak Asasi Manusia Internasional 

Untuk melindungi hak-hak dasar setiap orang, termasuk hak untuk 

kehormatan dan martabat manusia, Konvensi Hak Asasi Manusia 

menerapkan prinsip-prinsip, dan mekanisme penegakan hukum 

(Gunakaya, 2019). Secara umum, Konvensi Hak Asasi Manusia 

Internasional dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk 

melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia di seluruh dunia. 

Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari 

Penghilangan Paksa adalah salah satu contoh terkenal yang 

membahas berbagai masalah hak asasi manusia. Tujuan utama di 

seluruh dunia adalah melindungi hak asasi manusia. Selain itu, ini 

mempromosikan keadilan, kesetaraan, dan anti-diskriminasi. 

Perserikatan Bangsa-Bangsa membuat Konvensi Hak Asasi 

Manusia Internasional untuk memberi orang-orang di seluruh dunia 

dasar untuk melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia. 

Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari 

Penghilangan Paksa adalah salah satu bukti paling terkenal hak asasi 

manusia. Selain itu, ada banyak konvensi internasional terkait hak 

asasi manusia, seperti Konvensi tentang Penghapusan Diskriminasi 
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hak atas pendidikan, perawatan medis, dan perlindungan dari 

eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi. 

 

Selain itu, Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang 

Pengadilan Hak Asasi Manusia memiliki wewenang untuk memeriksa 

dan menuntut perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh 

orang dewasa (diatas 18 tahun). Di sisi lain, pelanggaran HAM yang 

dilakukan oleh orang di bawah 18 tahun disidangkan di pengadilan 

negeri (Darma & Arsawati, 2022). Akibatnya, kesadaran akan hak 

asasi manusia dan penerapan peraturan yang tepat adalah langkah 

penting menuju kehidupan yang adil, beradab, dan bermartabat bagi 

setiap orang di Indonesia. 

 

 

**********  
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Pendahuluan  

Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang 

seiring dengan kelahirannya di dunia yang bersumber dari Tuhan 

Yang Maha Kuasa. Hak asasi manusia diperlukan dalam kehidupan 

sebagai acuan perilaku dalam tindakan dan interaksi dengan orang 

lain dengan maksud melindungi harkat dan martabat manusia. 

Pemenuhan atas hak asasi manusia tidak bisa dilakukan secara mutlak 

dan menurut kehendak sendiri. Namun, juga harus diiringi dengan 

kesadaran dan tanggung jawab dalam menjaga, menghargai dan 

memajukan hak asasi manusia lainnya. (Nurliah dan Astika, 2022) 

Salah satu prinsip utama hak asasi manusia adalah kesetaraan, 

yang berarti bahwa setiap orang mempunyai hak untuk diperlakukan 

sama, dengan syarat apabila dalam kondisi yang sama, maka 

perlakuan yang diberikan juga harus sama, namun jika kondisinya 

tidak sama, maka perlakuan yang diberikan pun tidak sama. (Rhona 

K.M Smith, dkk, 2008).  Kesetaraan memposisikan manusia sebagai 

subjek hukum yang setara dengan yang lainnya, yang mana hak-hak 

lahiriah yang ada padanya harus dihargai, dilindungi, dan dijamin 

pemenuhannya oleh masyarakat terkhusus lagi oleh pemerintah. 
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Pendahuluan  
Pengaturan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM) di negara 

Indonesia telah dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 

sebelum amandemen maupun setelahnya, dimana pengaturan tentang 

HAM komposisinya sangat lengkap, dibandingkan sebelum 

amandemen. Hal tersebut menandakan bahwa negara memang 

melindungi dan menghargai HAM yang kemudian dimasukan kedalam 

Konstitusi kita. 

Sebelum dilakukan perubahan terhadap 5 Pasal yang mengatur 

tentang HAM, khususnya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang 

bermartabat, hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan 

menyatakan pendapat secara lisan dan tulisan, hak atas menjamin hak 

atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta hak untuk 

mengajar, hak untuk mengakses sumber daya alam, maka terdapat 17 

Pasal dengan 38 hak berbeda, yang pada dasarnya terkait dengan 

HAM. (R. Herlambang Perdana Wiratraman, 2017) 

Konstitusi telah menjamin adanya HAM maka tentunya kita 

sebagai warga negara dengan sisi nyaman untuk hidup dan 

berkembang di negara kita, bukan hanya pria tetapi juga perempuan 

baik itu dari usia 0 bulan sampai usia yang tidak terbatas tentunya. 

Tetapi nampaknya hal tersebut belum dapat terlindungi secara 

maksimal, ketika banyak wanita Indonesia yang masih mengalami 

kekerasan. 
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dimana sebagai wadah dalam ketidakadilan perempuan ketika terjadi 

permasalahan yang bahkan sampai permasalahan sensitif yang 

dianggap sulit untuk dapat diadukan.  

Harapan penulis kedepannya di negara Indonesia ada atau 

memiliki posko-posko Komisi Desa (Komdes) Perlindungan 

Perempuan yang bekerjasama dengan perangkat desa, perguruan 

tinggi guna mencegah atau memudahkan perempuan yang 

mengalami, baik kekerasan dalam rumah tangga ataupun pelecehan 

seksual, pernikahan dini atau hal-hal perempuan yang biasanya 

terjadi di desa, karena banyak hal di desa masih sangat kental sekali 

bahasa “tabu” apalagi hal-hal yang berkaitan dengan aib keluarga. 

Komdes tersebut bertempat di kelurahan agar dapat dijangkau oleh 

masyarakat desa dan juga membuat program-program sosialisasi 

terhadap permasalah-permasalahan perempuan. 

Seminar-seminar yang bertemakan perempuan sangat 

dibutuhkan agar memberikan pengetahuan dengan bekerja sama di 

berbagai perguruan tinggi terdekat, atau diprogramkan untuk 

perguruan tinggi turun ke desa-desa sebagai wujud Merdeka Belajar 

Merdeka Belajar (MBKM). Tentunya semua elemen harus saling 

bersinergi. Terkadang terkendala oleh biaya maka perlu ada alokasi 

dana dari APBD untuk kegiatan per semester atau per-enam bulan 

sekali dapat diadakan kegiatan-kegiatan tersebut diatas, tentunya 

dengan menekan biaya yang ada tanpa mengurangi kualitas dari 

program-program yang diberikan.   

 

 

********* 

 

 

 

 



Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Perempuan   

 

67 Asri Agustiwi 

Daftar Pustaka  

Alya, K, A., Hanifa, Z., & Anggi, A, R., (2023). Perlindungan Hak Asasi 

Manusia Terhadap Kasus Kekerasan yang Kerap Terjadi Pada 

Perempuan, Jurnal Bela Negara UPN Veteran, 1(1), 48.      

Bambang, D, B., (2015). Dinamika Hukum dan HAM Di Indonesia 

Problematika dan Tantangan di Berbagai Sektor Kehidupan. 

Pustaka Ilmu, Yogyakarta.  

Convention Watch. (2007). Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum 

Untuk Mewujudkan Keadilan Gender. Pusat kajian Wanita dan 

Gender Universitas Indonesia, Yayasan Obor, Indonesia, Jakarta. 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 

Republik Indonesia. (2017). 5 Hak Utama Perempuan. 

https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1437/5

-hak-hak-utama-perempuan. Diakses pada 7 Oktober 2023.  

Komnas Perempuan. (2022). Sejarah Komnas Perempuan adalah 

Sejarah Gerakan Perempuan Indonesia. 22 Oktober 2022. 

https://komnasperempuan.go.id/sejarah. Diakses pada 7 Oktober 

2023. 

Komnas Perempuan. (2023). Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas 

Perempuan di Tahun 2023 Kekerasan Terhadap Perempuan di 

Ranah Publik Dan Negara: Minimalnya Perlindungan dan 

Pemulihan, Jakarta 7 Maret 2023, 

https://komnasperempuan.go.id/download-file/949, diakses 

pada 8 Oktober 2023.  

Luh Made, K, W, T., (2023). Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi 

Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia, Jurnal Media Iuris, 4(2), 

160.  

Muhammad, A. (2018). Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori & Instrumen 

Dasar, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar.  

Media Indonesia. Komnas Perempuan dan Pengawasan UU No. 

12/2022 tentang TPKS. 31 Mei 2022. 

https://mediaindonesia.com/opini/495876/komnas-perempuan-

https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1437/5-hak-hak-utama-perempuan
https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1437/5-hak-hak-utama-perempuan
https://komnasperempuan.go.id/sejarah
https://komnasperempuan.go.id/download-file/949
https://mediaindonesia.com/opini/495876/komnas-perempuan-dan-pengawasan-uu-no-122022-tentang-tpks


Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Perempuan   

 

68 Asri Agustiwi 

dan-pengawasan-uu-no-122022-tentang-tpks. Diakses pada 7 

Oktober 2023. Diakses pada 7 Oktober 2023.  

Muhammad, A. B., (2020). Optimalisasi Peran Komnas Perempuan 

Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Di 

Indonesia, Skripsi Universitas islam Negeri Syarif Hidayatullah 

Jakarta, 41. 

Prima, Y, N, I., (2015). Digitalisasi Kekerasaan Perempuan: Studi 

Reproduksi Pelecehan Melalui Media Sosial. Saskara: Indonesia 

Journal of Society Studies, 1(2), 5.      

R. Herlambang, P, W., (2007). Hak-Hak Konstitusional Warga Negara 

Setelah Amandemen UUD 1945: Konsep, Pengaturan dan Dinamika 

Implementasi. Jurnal Hukum Panta Rei, 1(1), 1-2. 

Rifa’Rosyaadah & Rahayu., (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia 

Perempuan Terhadap Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga Di 

Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional. Jurnal HAM, 12 

(2), 266.   

Sunarso. (2020). Pendidikan Hak Asasi Manusia (Buku Pegangan 

Kuliah), CV. Indotama Solo, Surakarta. 

Shalsabila, K., (2022). Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia, 

Kompasiana.com,  13 Juli 2022,       

https://www.kompasiana.com/shalsabilakhoerunnisa3086/62a6

ebe2bb44861b8a2f6122/perlindungan-hak-asasi-perempuan-di-

indonesia. Diakses pada 7 Oktober 2023.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mediaindonesia.com/opini/495876/komnas-perempuan-dan-pengawasan-uu-no-122022-tentang-tpks
https://www.kompasiana.com/shalsabilakhoerunnisa3086/62a6ebe2bb44861b8a2f6122/perlindungan-hak-asasi-perempuan-di-indonesia
https://www.kompasiana.com/shalsabilakhoerunnisa3086/62a6ebe2bb44861b8a2f6122/perlindungan-hak-asasi-perempuan-di-indonesia
https://www.kompasiana.com/shalsabilakhoerunnisa3086/62a6ebe2bb44861b8a2f6122/perlindungan-hak-asasi-perempuan-di-indonesia


Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Perempuan   

 

69 Asri Agustiwi 

PROFIL PENULIS  

Dr. Asri Agustiwi, S.H., M.H.  

Penulis sangat tertarik terhadap ilmu hukum 

pada tahun 2000 silam. Hal tersebut 

membuat penulis memilih untuk masuk ke 

Fakultas Hukum dan berhasil lulus pada 

tahun 2004 untuk studi S1 di Universitas 

Surakarta. Tidak sampai disitu penulis 

melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi 

Strata 2 dengan bidang yang sama di 

Universitas Slamet Riyadi pada tahun 2008 

yaitu Ilmu Hukum dan berhasil menyelesaikan studi S2 pada tahun 

2010. Lima tahun kemudian, penulis melanjutkan program Doktor 

studi S3 di prodi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dan 

lulus di awal tahun 2021. 

Penulis memiliki kepakaran bidang Ilmu Hukum khususnya di 

Hukum Tata Negara. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen 

profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya 

tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan baik itu penelitian 

berupa jurnal bereputasi (Scopus) maupun terakreditasi (Sinta 2, 

beberapa di Sinta 4 dan Sinta 5) dan juga penelitian yang didanai oleh 

Kemenristek DIKTI. Selain penelitian, penulis juga aktif menulis 

beberapa buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif 

bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini, disamping itu juga 

Pengabdian Masyarakat yang dimuat dalam jurnal Pengabdian 

Masyarakat. 

 

Email Penulis: tiwiasri26@gmail.com 

 

 



 

 

70 Ibnu Mardiyanto 

BAB 6  

HAK ASASI MANUSIA DALAM 

KONTEKS PERANG DAN 

KONFLIK BERSENJATA  

 

 

Ibnu Mardiyanto, S.Mn., S.H., M.H.  

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 

 

 

 

Pendahuluan 

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak fundamental yang melekat 

pada identitas manusia secara universal. Studi tentang hak asasi 

manusia sebenarnya menyelidiki keseluruhan kehidupan dan sejauh 

mana kehidupan kita memberikan tempat yang layak bagi umat 

manusia.(Nurliah Nurdin, 2022) Negara adalah subjek utama hukum 

internasional dan diantara kewajibannya adalah untuk melindungi 

hak asasi manusia. Asal usul HAM darimana berasal dapat ditemukan 

dalam ide-ide filosofis dan keagamaan kuno serta dalam teori-teori 

hukum alam. 

Sejak berdirinya Piagam PBB dan beberapa Deklarasi Universal 

HAM merupakan perjanjian internasional tertinggi tentang 

perlindungan HAM yang ada di dunia saat ini. Peraturan untuk 

melindungi hak asasi manusia  dapat berasal dari undang-undang dan 

peraturan yang didasarkan pada hukum kebiasaan internasional atau 

praktik nasional yang konsisten. Selain itu, dokumen-dokumen lain  

yang diadopsi di tingkat internasional, seperti deklarasi, pedoman dan 

prinsip-prinsip, juga berkontribusi terhadap pemahaman, 

implementasi dan pengembangan lebih lanjut.(Bakry, 2019) 
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fasilitas, transportasi dan peralatan medis harus dihormati dan 

dilindungi dalam segala situasi. Palang Merah, Bulan Sabit atau 

Kristal Merah dengan latar belakang putih adalah tanda pembeda 

yang menunjukkan bahwa personil atau obyek tersebut haruslah 

dilindungi. 

 

4. Wanita dan Anak-Anak 

Anak-anak harus menerima perawatan dan bantuan yang mereka 

perlukan. Semua tindakan harus diambil untuk mencegah anak-

anak di bawah usia 15 tahun berpartisipasi secara langsung dalam 

perang, dan untuk memastikan bahwa mereka tetap bertahan 

hidup jika mereka menjadi yatim piatu atau terpisah dari keluarga 

mereka akibat konflik bersenjata, mereka harus dipastikan tidak 

dibiarkan hidup sendiri tanpa bantuan. Perawatan, pelaksanaan 

ibadah dan pendidikan mereka harus difasilitasi dalam segala 

situasi. 

Kebutuhan perlindungan, kesehatan dan dukungan khusus 

bagi wanita yang terkena dampak konflik bersenjata harus 

dipertimbangkan. Ibu hamil dan ibu muda memerlukan perhatian 

khusus. wanita membutuhkan perlindungan dari segala bentuk 

kekerasan seksual. Perempuan juga harus berada di bawah 

pengawasan langsung dari perempuan, bukan laki-laki. 

 

 

******** 
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Pendahuluan 
Bisnis (usaha dagang) dan hak asasi manusia (HAM) adalah dua hal 

yang tak terpisahkan. Pembahasan mengenai Hak Asasi Manusia tidak 

dapat dilepaskan dari pelanggaran Hak tersebut. Perjalanan waktu 

membawa perubahan pada jenis-jenis pelanggaran Hak Asasi 

Manusia. Pelanggaran Hak Asasi manusia semakin luas sehingga 

menjangkau pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan atau 

korporasi serta perlakuan diskriminatif terhadap orang lain 

(Mualimin Abdi, 2016).  

Pesatnya pertumbuhan ekonomi dan globalisasi membuat 

perusahaan atau korporasi (baik Transnational Corporations (TNC) 

maupun Multinational Corporations (MNC)) memainkan peran 

penting dalam perkembangan suatu negara. Perusahaan mempunyai 

akses dan kapasitas untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya 

alam, menciptakan lapangan kerja bagi warga, meningkatkan 

penerimaan pajak bagi negara, dan keuntungan ekonomi lainya 

(Mulayana A, 2012).   

Sejak masuknya lintas perdagangan dalam globalisasi ekonomi, 

hukum ekonomi menjadi semakin relevan (Putri Maha Dewi, 2020). 

Disamping manfaat positif, kebijakan dan pengoperasian perusahaan 

juga sering menjadi faktor timbulnya masalah, terutama masalah 

pelanggaran dan pemenuhan HAM.  
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masyarakat sekitar dan melindungi lingkungan. Selain itu, terdapat 

ketentuan sanksi berupa sanksi administratif, termasuk pembatalan 

aktivitas usaha (UU No. 25 Tahun 2007, 2007). 

Dalam konteks hak asasi manusia, tanggung jawab sosial dan 

lingkungan perusahaan terkait erat dengan hak ekonomi, sosial, dan 

budaya (ekosob) (Sefriani dan Sri Wartini, 2015c). TJSL merupakan 

satu diantara beberapa cara untuk mewujudkan hak-hak tersebut. 

Penetapan standar TJSL sebagai kewajiban hukum (legal mandatory) 

tidak menjamin tercapainya ketertiban dalam pengaturan dan 

penyelenggaraan TJSL di Indonesia. Peraturan yang tidak jelas, 

peraturan yang tumpang tindih, dan banyaknya pengaduan serta 

insiden pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh 

perusahaan menunjukkan perlunya perbaikan dalam hal ini. 

Keberadaan undang-undang ini merupakan sebuah langkah maju 

dalam mengatasi permasalahan penghormatan perusahaan terhadap 

hak asasi manusia. Undang-Undang ini juga dibuat sebagai respon 

terhadap kekhawatiran akan meluasnya kerusakan lingkungan dan 

pelanggaran hak asasi manusia akibat aktivitas perusahaan-

perusahaan di seluruh dunia. Hal ini merupakan “peringatan” bagi 

perusahaan untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam segala 

bentuk kegiatan usahanya (Cossart, Chaplier, dan Beau de Lomenie, 

2017). Oleh karena itu, negara harus dapat memenuhi prinsip-prinsip 

tersebut dan mengaturnya dengan peraturan yang sah agar CSR dapat 

memberikan manfaat yang efektif dan tepat sasaran bagi negara, 

dunia usaha, dan masyarakat. 

 

 

 

********* 
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Pendahuluan 
Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan topik diskusi yang digunakan 

oleh berbagai sektor seperti organisasi, komunitas, militer, birokrasi, 

maupun masyarakat sipil. Untuk mengetahui bahasan konsep HAM, 

maka pengertian menjadi poin utama. Hak adalah unsur normatif, 

pedoman berperilaku, melindungi kebebasan,, dan menjamin 

masyarakat untuk menjaga martabat hingga kehormatannya. Hak 

selalu disertai dengan kewajiban, yakni peran tertentu yang harus 

dilakukan berdasarkan undang-undang atau hukum. Berdasarkan 

Pasal 1 Angka 2 UU HAM, kewajiban yang tidak dilakukan akan 

menghambat terwujudnya dan dihormatinya HAM. 

Apabila melihat pelanggaran HAM, dapat diketahui korban 

pelanggaran HAM adalah individu serta warga negara. Undang-

undang yang diterapkan dalam  sistem nasional bertanggung jawab 

untuk memantau serta menjamin terwujudnya hak asasi  setiap 

individu maupun warga negara (Sudrajat, 2022). Pelanggaran HAM 

dapat melibatkan negara dan pemerintah serta parlemen dalam 

merumuskan atau melaksanakan kebijakan pemerintah. Peran  negara 

adalah sebagai penjamin HAM setiap individu, secara jelas 

menunjukkan bahwa seluruh aspek perlindungan, pelaksanaan, serta 
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Komnas HAM atau organisasi lain. Masyarakat bisa berkolaborasi 

dengan Komnas HAM untuk melakukan penelitian, pelatihan, serta 

sosialisasi informasi mengenai hak asasi manusia. 

 

Meski isu pelanggaran HAM selalu menjadi isu kontroversial, 

apapun kontroversi yang  muncul di kemudian hari, proses  peradilan 

HAM harus tetap berlangsung secara objektif dan adil. Hal ini tentunya 

terjadi apabila didukung dengan ketentuan hukum terkait dengan 

problematika yang dihadapi. Pemerintah harus menerapkan 

instrumen hukum yang  berlaku surut  dalam UU Pengadilan HAM. 

Di era reformasi saat ini, pelanggaran HAM apapun bentuknya 

harus diselesaikan melalui pengadilan. Oleh karena itu, perlu juga 

diciptakan struktur yang  mendukung penghormatan terhadap HAM 

Hal inilah yang dijalankan pemerintah dengan dibentuknya Komnas 

HAM, terkait pelanggaran HAM di Indonesia. Jika proses  penyelesaian 

di pengadilan dilakukan secara adil maka akan membentuk tonggak 

penting dalam sejarah perjuangan HAM bangsa Indonesia. Hal ini 

memerlukan APH yang berkualitas dan mengetahui nilai-nilai HAM 

yang  lain. Penegakan hukum menjadi kriteria utama untuk melihat 

apakah negara melindungi serta menghormati HAM dan hak warga 

negara. Penegakan hukum yang melindungi serta menghormati HAM 

akan membentuk penegakan hukum menjadi lebih adil (Marzuki, 

2017).  
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Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) 
Hak asasi manusia memiliki dampak yang signifikan terhadap hukum 

internasional, menghubungkan nilai-nilai kemanusiaan bersama 

dengan nilai-nilai nasional. Isi hukum internasional saat ini mencakup 

bidang-bidang lain yang semakin berkaitan. Meskipun perjanjian 

tetap menjadi metode yang utama, undang-undang konstitusional 

unik telah dibuat dan memerlukan persetujuan negara. Undang-

undang internasional baru ini mengambil isinya dari sumber-sumber 

konstitusional nasional, sehingga mendorong komitmen internasional 

terhadap pemerintahan konstitusional dan supremasi hukum 

(Henkin, 1995 dalam Harwita Sari,2023). 

Pernyataan  Universal  Hak  Asasi  Manusia atau Universal  

Declaration  of  Human Rights  (UDHR), UDHR  menyatakan hak   asasi   

manusia   sebagai   prinsip universal  yang  harus  dihormati  oleh 

setiap   negara.   Namun,   prinsip   ini tidak  mengubah  hak  negara  

untuk mengatur urusan dalam negerinya. 

Hak asasi manusia adalah hak dasar dan pasti semua orang 

memilikinya karena dia manusia. Hak ini ada mempertimbangkan 

posisi rentan masyarakat di dalamnya sosial, budaya, ekonomi, 

masyarakat dan bertujuan untuk menyediakan perlindungan. 
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